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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesmpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap potensi pajak
kendaraan bermotor pada di Provinss NTT selama tahun 2011-2014, maka
dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Potenss Pgjak Kendaraan Bermotor setigp tahun selalu mengaami
peningkatan. Pada tahun 2011, realisasi penerimaan pajak kendaraan
bermotor sebesar Rp 70,898,108,026 dengan jumlah potensi pajak
kendaraan bermotor sebesar Rp 78.294.800.659. Daerah Kabupaten/K ota
yang memiliki potensi pajak kendaraan bermotor paling besar adalah
Kota Kupang sebesar Rp 24,877,339,553, dan daerah kabupaten yang
memiliki potensi pagak kendaraan bermotor paling kecil adalah
Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp 773,650,743. Pada tahun 2012,
realisasi penerimaan paak kendaraan bermotor yakni sebesar
Rp 82,441,171,728, dengan potensi pajak kendaraan bermotor sebesar
Rp 90,633,985,041. Daerah Kabupaten yang memiliki potens pajak
kendaraan bermotor paling besar adalah Kota Kupang sebesar
Rp 27,333,713,765, dan daerah kabupaten yang memiliki potensi pajak
kendaraan bermotor paling kecil adalah Kabupaten Sumba Tengah
sebesar Rp 584,595,360. Pada tahun 2013, bahwa realisasi penerimaan
pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 97.337.481.839, dengan potens
paak kendaraan bermotor yakni sebesar Rp 108,760,223,801. Daerah

Kabupaten/K ota yang memiliki potensi pajak kendaraan bermotor paling
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besar adalah Kota Kupang sebesar Rp 33,439,000,175, dan daerah
kabupaten yang memiliki potensi pgjak kendaraan bermotor paling kecil
adalah Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp 708,242,370. Pada tahun
2014, redlisas penerimaan paak kendaraan bermotor sebesar
Rp 110,650,301,442, dengan potensi pagjak kendaraan bermotor sebesar
Rp 122,438,491,450. Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki potensi
pajak paling besar adalah Kota Kupang sebesar Rp 37,178,283,209, dan
daerah kabupaten yang memiliki potensi pajak kendaraan bermotor paling
kecil adalah Kabupaten Maaka sebesar Rp 405,269,580.

. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pajak kendaraan bermotor
yaitu rendahnya tingkat kesadaran wajib pgjak dalam membayar, yang
dapat berpengaruh pada besarnya penerimaan pajak untuk peningkatan
Pendapatan Adli Daerah dan untuk pembangunan daerah, karena masih
banyak wajib pgak yang menunggak dalam pembayaran pagak, sarana
dan prasarana yang dimiliki untuk mengolah potensi penerimaan pajak
kendaraan bermotor belum memadai, dalam hal terbatasnya kendaraan
dinas operasional roda 2 maupun roda 4 dalam menjangkau wajib pajak
dalam proses sosidlisasi kepada wajib pagak, tidak seimbangnya antara
jumlah petugas pemungutan pgjak kendaraan bermotor dengan jumlah
wajib paak kendaraan bermotor yang semakin meningkat setiap
tahunnya, Disiplin kerja pegawa Dinas Pendapatan Dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur dikatakan masih cukup disiplin, terbukti
dari berbaga aturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang belum
semua dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dari segi tanggung jawab

belum bisa dijalankan dengan baik sehingga dibutuhkan kesadaran yang
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tinggi dari masing-masing pegawai Dinas Pendapatan Dan Aset Daerah,
untuk lebih meningkatkan kedisiplinan guna pencapaian tujuan organisasi
yang lebih baik, Kemampuan kinerja aparatur yang dimiliki oleh Dinas
Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi NTT, baik itu pimpinan maupun
staf pegawai yang terlibat dalam upaya pengelolaan pajak kendaraan
bermotor. Dalam hal ini perseps aparatur, kemampuan administrasi
daam menanggapi pelaksanaan tugas administrasi pada Pemerintah
Daerah belum memberikan tanggapan dan penilaian terrhadap tugas-tugas

yang telah dilaksanakan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun beberapa saran yang dapat

disampaikan sebagai berikut:

1

Dinas Pendapatan Dan Aset Daerah Provins NTT harus lebih proaktif
memberikan penyuluhan dan sosidlisasi kepada wajib pajak pentingnya
membayar pgjak untuk menunjang pembangunan nasional dan mendata
semua objek pajak yang belum terdaftar sehingga dapat dibayar oleh

pemilik objek pajak.

2. Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provins NTT harus lebih

meningkatkan kinerja kerjanya, dengan melakukan kegiatan pemeriksaan
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi wajib pgjak dan mendata semua

objek pajak yang belum terdaftar agar dapat dibayar.

3. Pengelolaan pemungutan pajak kendaraan bermotor diperhatikan dengan

baik agar mencapa hasil yang optimal, sehingga dapat memberikan

kontribusi yang baik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
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